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Nasib Tujuh Kapal Keruk

= Kontraktor Asing Siap Naikkan Harga Pasir

JAKARTA (Media): Nasib tujuh kapal keruk pasir laut
yang ditangkap aparat TNI-AL di Kepulauan Riau, 25-
26 Juli lalu bakal ditentukan besok. Semua itu akan
diputuskan setelah Tim Pengendali dan Pengawas
Pengusahaan Pasir Laut (TP4) mengadakan rapat

Hal itu dikatakan Menteri Ke-
lautan dan Perikanan Rokhmin
Dahuri menjelang acara sosiali-
sasi Keppres No 33/2002 tentang
Pengendalian dan Pengawasan
Pengusahaan Pasir Laut kepada
para kontraktor pasir laut dari Si-
ngapura di Jakarta kemarin pe-
tang.

Rokhmin menjelaskan, berda-
sarkan pemeriksaan sebelum-
nya, ketujuh kapal tersebut me-
nunjukkan adanya pelanggaran.
Tapi, tingkat pelanggarannya
berbeda-beda. Karena itu, kata
dia, nantinya tingkat hukuman-
nya juga akan berbeda-beda se-
suai derajat pelanggarannya ma-
sing-masing.

Menanggapi adanya kabar
bahwa ada dua kapal dari tujuh
kapal tersebut yang telah dilepas
oleh TP4L, Rokhmin memban-
tah. “Itu tidak benar. Itu hanya
rumor. Orang Indonesia tampa-
knya suka dengan rumor. Yang,
jelas tujuh kapal tersebut seka-
rang masih ditahan.”

Mengenai pertemuannya de-
ngan para kontraktor dari Singa-

. pura itu, Rokhmin menegaskan,

pertemuan itu tidak ada kaitannya
dengan ditangkapnya tujuh kapal
tersebut. Pertemuan tersebut, ka-
ta dia, semata untuk melakukan
sosialisasi Keppres No 33/2002.
Sebelumnya, TP4L juga telah me-
lakukan sosialisasi kepada pemi-
lik Kuasa Penambangan (KP) di
Jakarta, beberapa waktu lalu.

pleno pada saat itu juga.

Rokhmin menegaskan perte-
muan tersebut merupakan signal
positif karena dalam sosiasisasi
Keopres 33/2002 pihak kontrak-
tor asing bersedia meningkatkan
harga jual pasir. Selain itu, mere-
ka juga telah menyatakan kese-
diannya untuk memerhatikan
masalah lingkungan hidup dan
komunitas nelayan serta masya-
rakat pesisir. ,

Hadir dalam sosialiasi tersebut
antara lain Managing Director
Samsung Corporation Kevin KH
AHN, General Manager Hyun-
day Park Jong-taik, Regional Ge-
neral Manager Toa Corporation
Hiroki Suda, dan Project mana-
2er Penta Ocean A Togo.
Disinkronkan dengan zonasi

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Ri-
ni MS Soewandi yang ditemui
usai Rakor Bidang Perekonomi-
an di Gedung Departemen Ke-
uangan, kemarin mengemuka-
kan pemerintah hanya akan me-
rekomendasikan besarnya kuo-
ta pasir laut untuk empat bulan
terakhir 2002 sebesar 26 juta ton.

“Kami sudah mempersiapkan,
tapi ini disinkronkan dengan zo-
nasi dan difinalisasi pada Kamis
pekan ini,” ujarnya.

Menurut Rini, dalam penentu-
an jumlah kuota pasir laut sete-
lah 2002 akan ditetapkan dengan
mempertimbangkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), zonasi, dan
lingkungan hidup. Tetapi, menu-

rut dia, kalau dilihat dari produk-
si per tahunnya diperkirakan di
atas 100 juta ton per tahun.

Dari Pekanbaru dilaporkan,
penerapan pembagian wilayah
(zonasi) dan pemberlakukan sis-
tem kuota ekspor terhadap ko-
moditas pasir laut terancam di-
langgar oleh pelaku usaha pasir
laut itu sendiri. Pasalnya, pene-
rapan zonasi dan kuota tidak me-
lalui survei dan juga tanpa koor-
dinasi dengan daerah.

Sebab itu, seluruh pemilik KP
pasir laut yang saat ini melaku-
kan aktivitas pada areal 0 hingga
4 mil di Kepulauan Riau berpo-
tensi melanggar zonasi tersebut.
Pelanggaran tersebut terjadi ka-
rena penetapan zonasi mengan-
cam keberadaan mereka.

Dewan Pengawas Asosiasi Pe-
ngusahaan Penambangan Pasir
Laut (AP3L) Thamrin Nasution
mengatakan, penerapan zonasi
dan kuota yang akan diberlaku-
kan itu sangat merepotkan dae-
rah. Penetapannya hanya di atas
kertas tanpa melakukan survei
dan koordinasi dengan daerah,
atau dalam hal pemerintah dae-
rah setempat.

“Sehingga wajar saja bila saat
ini bupati telah menginstruksi-
kan kepada seluruvh pemilik KP
agar tetap beroperasi,” katanya
kepada Media yang menghu-
bunginya, kemarin.

Sebelum pemberlakuan zona-
si dan kuota ekspor, lanjut Tham-
rin, pemerintah pusat sebaiknya
melakukan koordinasi dengan
bupati di Kepulauan Riau, dan
melakukan survei di kawasan itu.

“Apakah pemerintah bisa me-
ngetahui adanya terumbu ka-
rang hanya dengan melihat peta
saja?” tanya Thamrin yang juga

anggota Komisi IV DPRD Riau.

Saat ini, kata Thamrin, zonasi
yang ditetapkan pemerintah Ka-
bupaten Karimun, Kepulauan
Riau, dan Kota Batam tidak per-
nah dijadikan sebagai acuan.
Bahkan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Riau sendiri juga me-
netapkan zonasi yang berbeda
dengan kabupaten.

Padahal, penerapan zonasi dan
pemberlakukan kuota ekspor
terhadap komoditas pasir laut
untuk mengendalikan perda-
gangan hasil tambang yang bela-
kangan ini masih marak diselun-
dupkan. Jadi, menurut Thamrin,
harus ada koordinasi jika semua
pihak ingin pemberlakuan zona-
si dan kuota itu dapat berjalan
efektif.

Menurut Thamrin, sebanyak
75 KP baru atas persetujuan Bu-
pati Karimun, Kepri, dan Wali
Kota Batam telah melakukan
eksploitasi pasir laut di kawasan
itu. Bahkan, kepala daerah di ke-
pulauan Riau telah mengintruk-

“sikan*kepada pemilik KP untuk

tetap beroperasi, meski nantinya
melanggar zonasi yang ditetap-
kan pemerintah pusat.

Menurut Thamrin, sebanyak
75 pemilik KP itu tidak saja akan
menghadapi persoalan zonasi
dan kuota ekspor, tapi juga soal
pemasaran. Saat ini, para pemi-
lik KP harus berkerja sama de-
ngan enam pemegang KP lama
agar setiap pasir laut yang dike-
ruk langsung dapat dikirim ke Si-
ngapura.

Para pemegang KP lama, di
antaranya PT Equator dan Indo-
guna, telah terikat kontrak de-
ngan pihak pemenang tender re-
klamasi pantai Singapura.
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